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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kesalahan yang terdapat pada pengisian 
SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat pada tahun 2011, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sehingga 
terjadi kesalahan pengisian SPT, untuk mengetahui usaha petugas pajak untuk mengurangi 
kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan PPh, dan untuk mengetahui dampak dan sanksi bagi 
Wajib Pajak atas kesalahan SPT tersebut. 
 Metode analisis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang menggunakan penelitian 
deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder  dan data primer dengan menggunakan 
teknik dokumen, wawancara, dan observasi.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa kesalahan yang terjadi pada pengisian formulir SPT 
banyak terdapat pada  perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, tarif norma, 
PTKP, PPh terutang,  tidak membuat atau melampirkan laporan keuangan komersial pada laporan 
SPT untuk periode satu tahun penuh, dan tidak mengisi lampiran-lampiran formulir dengan 
lengkap untuk daftar harta dan kewajiban. Kendala-kendala yang dihadapi sehingga terjadi 
kesalahan pengisian SPT terdapat pada Wajib Pajak itu sendiri yang tidak aktif  dalam mencari 
informasi atau petunjuk yang pada prinsipnya telah disediakan. 
 Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 
meningkatkan sosialisasi dan mengubah persepsi Wajib Pajak akan pentingnya mengisi formulir 
SPT itu sendiri yang sesuai dengan hakekatnya yaitu self assessment system dan juga dihimbau 
untuk lebih aktif dalam mencari informasi mengenai cara pengisian SPT. 
 
Kata kunci: Kesalahan, Pengisian SPT, PPh. 
 
Abstract 
The purpose of this study was to determine the error contained in the charging SPT 
performed by individual taxpayer in the Tax Office Primary West Ilir Palembang in 2011, to know 
the constraints faced by charging errors resulting SPT, to learn the business tax officers to reduce 
errors in filing Annual Income Tax, and to determine the impact and penalties for taxpayers on the 
tax return errors. 
 The method of analysis used in this research is descriptive qualitative research use. The 
type of data used are secondary data and primary data by using documents, interviews, and 
observations. 
The results showed that the error in filing tax returns found in many installments of 
income tax computation section 25 of the tax year following the norm rate, taxable income, income 
tax payable, does not create or attach financial statements of commercial SPT report for a period 
of one full year and do not fill appendices form a complete list of assets and liabilities. Constraints 
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faced so mistakes are charging tax return on taxpayers themselves were not active in seeking 
information or guidance which in principle has been provided. 
The recommendations can be given to solve the problem is to increase socialization and 
change the perception of the importance of taxpayers fill out their own tax returns that 
substantially correspond to the self-assessment system and are also encouraged to be more active 
in seeking information about how to fill tax return. The recommendations can be given to solve the 
problem is to increase socialization and change the perception of the importance of taxpayers fill 
out their own tax returns that substantially correspond to the self-assessment system and are also 
encouraged to be more active in seeking information about how to fill tax return. 
 
Key Words : Error, Charging SPT, Income Tax 
 
 
1   PENDAHULUAN 
Pajak merupakan wujud dari 
peranan masyarakat dalam mendukung 
pembangunan dan perekonomian di 
Indonesia, dalam  meningkatkan 
kesadaran dan rasa tanggung jawab 
peranan pajak bagi suatu negara menjadi 
sangat penting. Terjadi perubahan 
mendasar di Indonesia pada undang-
undang perpajakan  adalah sistem 
pemungutan pajak yang semula official 
assesment system menjadi self 
assesment system.  
Dengan dianutnya sistem self 
assesment tersebut maka pengetahuan 
perpajakan yang memadai merupakan 
salah satu syarat yang harus dimiliki 
oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi 
kewajiban perpajakannya secara baik 
dan benar.  
Berdasarkan wawancara kepada salah 
satu staff  bagian pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir 
Barat bahwa jumlah SPT yang masuk 
sebanyak 40.578 SPT dan  masih adanya 
terjadi kesalahan dalam pengisian SPT 
tahunan PPh yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak yaitu sebanyak 135 SPT.  Padahal 
wajib pajak  sudah mendapatkan Buku 
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan yang 
diterbitkan oleh Departemen Keuangan 
Republik Indonesia Direktorat Jenderal 
Pajak, selain itu di KPP juga disediakan 
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang 
selalu sedia setiap saat melayani Wajib 
Pajak dengan segala kepentingan dan 
permasalahannya.  
Berdasarkan uraian di atas maka 
penulis mengambil judul ”Analisis 
Kesalahan dalam Pengisian SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang 
Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 
2011”. 
 
 
2   LANDASAN TEORI 
 
2.1   Pengertian Pajak 
 
Definisi pajak yang dikemukakan 
oleh Prof. Rochmat Soemitro, S.H.  ( 
dikutip dari Siti Resmi 2011, h.1) yaitu: 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapat jasa timbal balik yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum” 
 
2.2   Pengertian Pajak Penghasilan 
 
“Setiawan dan Musri (2006, h.364)  
mengemukakan definisi pajak 
penghasilan sebagai suatu pajak yang 
dikenakan terhadap subyek pajak atas 
penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya dalam tahun pajak.” 
 
2.3   Tarif Pajak 
 
Menurut Siti Resmi (2011, h.119) 
tarif pajak merupakan persentase 
tertentu yang digunakan untuk 
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menghitung besarnya PPh. “Tarif PPh 
yang berlaku di Indonesia 
dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif 
umum sesuai Pasal 17 UU No.7 Tahun 
1983 (sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan yang terakhir adalah 
dalam UU No. 36 Tahun 2008) dan tarif 
lainnya.”  
 
Tabel 2.1 :Tarif PPh untuk Wajib 
Pajak Orang Pribadi dalam Negeri 
 
Lapisan Penghasilan 
Kena Pajak Tarif Pajak 
Tarif 
Pajak 
Sampai dengan Rp. 
50.000.000 ( lima puluh 
juta rupiah) 
5% 
Di atas Rp. 50.000.000 
(lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan Rp. 
250.000.000 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah) 
15% 
Di atas Rp. 250.000.000 
(dua ratus lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan 
Rp. 500.000.000 (lima 
ratus juta rupiah) 
25 
% 
Di atas Rp. 500.000.000 
(lima ratus juta rupiah) 
30 
% 
 
2.4   Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) 
 
 “Penghasilan tidak kena pajak 
(PTKP) menurut Siti Resmi (2011, h.95) 
merupakan jumlah penghasilan tertentu 
yang tidak dikenakan pajak.” Untuk 
menghitung besarnya Penghasilan Kena 
Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam 
negeri, penghasilan netonya dikurangi 
dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena 
Pajak.  
 
2.5   Surat Pemberitahuan (SPT) 
 
Menurut Waluyo (2011, h.31) 
dalam bukunya yang berjudul 
“Perpajakan Indonesia” menyatakan 
bahwa pada pasal 1 ayat (11) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan menyebutkan bahwa 
Pengertian surat Pemberitahuan (SPT) 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan 
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, 
objek pajak dan/atau objek bukan pajak 
dan/atau harta dan kewajiban, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 
Pengertian mengisi SPT menurut 
Waluyo (2011, h.32) yaitu mengisi 
formulir SPT dalam bentuk kertas 
dan/atau dalam bentuk elektronik, 
dengan benar, lengkap, jelas sesuai 
dengan petunjuk pengisian yang 
diberikan berdasarkan ketetuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan.  
 
2.6   Pembetulan SPT 
 
Menurut Waluyo (2011, h.44) 
apabila dalam pengisian SPT ternyata 
terdapat kekeliruan , Wajib Pajak atas 
kemauannya sendiri masih berhak untuk 
melakukan pembetulan, tetapi dituntut 
syarat bahwa Direktur Jenderal Pajak 
belum melakukan tindakan pemeriksaan.  
 
 
3   METODE PENELITIAN 
 
3.1   Pendekatan Penelitian 
 
Dalam penelitian ini data yang 
digunakan adalah data kualitatif yang 
menggunakan penelitian deskriptif. 
Penelitian deskritif menurut Hermawan 
(2005, h.37) dirancang untuk 
mengumpulkan informasi tentang 
keadaan-keadaan nyata sekarang. 
Tujuan dari penelitian deskritif adalah 
membuat gambaran secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 
dan sifat-sifat populasi atau daerah 
tertentu. 
 
3.2   Objek/Subjek Penelitian 
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Objek penelitian ini adalah 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat. Sedangkan subjek 
penelitian adalah. Surat Pemberitahuan 
(SPT) tahunan PPh Wajib Pajak Orang 
Pribadi tahun 2011. 
 
3.3   Pemilihan Informan Kunci 
 
Pemilihan informan kunci dalam 
penelitian ini adalah staf bagian pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat. 
 
3.4   Jenis Data 
 
Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan jenis data 
sekunder  dan primer yang berasal dari 
KPP Pratama Ilir Barat Palembang, 
Direktorat Jendral Pajak, Kementerian 
Keuangan, sumber-sumber pustaka 
perpajakan dan keuangan yang berkaitan 
dengan penelitian yang dibahas. 
 
3.5   Teknik pengumpulan data 
 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan melakukan 
teknik dokumen, wawancara, dan 
observasi. Studi pustaka dan 
dokumentasi dilakukan dengan cara 
mengkaji sumber tertulis yang berasal 
dari KPP Pratama Ilir Barat Palembang 
yang berupa dokumen, laporan tahunan, 
dan peraturan perundangan. Dan juga 
akan melakukan wawancara untuk 
mengetahui informasi, situasi, dan 
fenomena yang terjadi berkenaan 
dengan data yang diperoleh dari 
narasumber.  
 
3.6   Teknik Analisis Data 
 
Sejak pengumpulan data awal, 
peneliti berusaha mencari makna data 
yang diperoleh dengan cara mencari 
pola, model, tema, hubungan, 
persamaan, hal – hal yang sering 
muncul. Peneliti akan menyajikan data 
dalam bentuk display data yang lebih 
sistematis. Kesimpulan akan semakin 
jelas setelah dalam proses selanjutnya 
didukung oleh data-data. Verifikasi 
bertujuan untuk memperjelas 
kesimpulan dengan cara mengumpulkan 
data baru. 
 
 
4   HASIL PENELITIAN 
 
4.1   Gambaran Umum Perusahaan 
 
4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Palembang Ilir Barat 
 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat didirikan 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Pajak sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir 
Barat bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Kantor Wilayah DJP 
Sumatera Selatan dan Kepulauan 
Bangka Belitung yang berkedudukan di 
Palembang. 
 
4.1.2 Visi dan Misi 
 
Visi: Menjadi KPP Pratama 
Percontohan dengan Sumber Daya 
Manusia yang berpedoman pada Nilai- 
nilai DJP dan Bekerja dengan Cerdas, 
Keras, Ikhlas, Tuntas, dan Berkualitas. 
Misi: Menghimpun Penerimaan Pajak 
111 Persen didukung oleh Sumber Daya 
Manusia yang berpedoman pada Nilai-
nilai DJP dan Bekerja dengan Cerdas, 
Keras, Ikhlas, Tuntas, dan Berkualitas 
 
4.1.4 Struktur Organisasi 
. 
KPP Pratama Palembang Ilir 
Barat dipimpin oleh seorang Kepala 
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Kantor yang membawahi seorang 
Kepala Subbagian Umum, 9 orang 
Kepala Seksi, dan 2 Kelompok Jabatan 
Fungsional Pemeriksa Pajak. Masing-
masing Kepala tersebut membawahi 
beberapa orang Pelaksana. 
 
4.2  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
4.2.1 Hasil Penelitian 
 
Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Palembang Ilir Barat di dapat 
hasil penelitian jumlah kesalahan 
pengisian SPT yang terjadi yaitu 
sebanyak 135 SPT dari 40.578 SPT, 
maka persentase kesalahannya sebesar 
0,33 %. Kesalahan yang terjadi pada 
pengisian formulir SPT 1770 banyak 
terdapat pada  kesalahan perhitungan 
pada tarif norma bagi usahawan yang 
menggunakan norma, sedangkan 
usahawan yang menggunakan 
pembukuan ada yang tidak membuat 
atau melampirkan laporan keuangan 
komersial pada laporan SPT untuk 
periode satu tahun penuh (untuk yang 
menggunakan pembukuan). Selain itu 
ada juga kesalahan dalam perhitungan 
PTKP, PPh terutang, perhitungan 
angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 
berikutnya, dan yang paling umum tidak 
mengisi lampiran-lampiran formulir 
dengan lengkap misalnya untuk daftar 
harta dan kewajiban tidak diisi 
diformulir 1770-IV.  
Kendala-kendala yang dihadapi 
sehingga terjadi kesalahan pengisian 
SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 
menurut salah satu staff yang bertugas di 
bidang Account Representative itu tidak 
ada kendala karena KPP telah 
melakukan sosialisasi. Tetapi 
kendalanya itu terdapat pada Wajib 
Pajak itu sendiri yang tidak aktif  dalam 
mencari informasi atau petunjuk yang 
pada prinsipnya telah disediakan. 
 
 
4.2.2 Pembahasan 
 
4.2.2.1 Kesalahan yang Terdapat 
pada Pengisian SPT yang 
Dilakukan oleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi 
 
Kesalahan yang terdapat pada 
Pengisian SPT yang dilakukan oleh 
Wajib Pajak Orang Pribadi pada ketiga 
jenis SPT (SPT 1770, SPT 1770 S,  dan 
SPT 1770 SS) yaitu berupa: 
a. Tidak membuat atau melampirkan 
laporan keuangan komersial pada 
laporan SPT untuk periode satu 
tahun penuh (untuk yang 
menggunakan pembukuan) dan 
kesalahan perhitungan tarif norma 
serta daftar peredaran usaha (untuk 
yang menggunakan norma 
perhitungan). 
b. Kesalahan PTKP dan perhitungan 
PPh terutang 
c. Kesalahan perhitungan angsuran 
PPh pasal 25 tahun pajak 
berikutnya. 
d. Yang paling umum tidak mengisi 
lampiran-lampiran formulir dengan 
lengkap misalnya untuk daftar harta 
dan kewajiban tidak diisi diformulir 
1770-IV, daftar susunan keluarga 
tidak diisi dengan lengkap, 
penghasilan istri yang dikenakan 
pajak secara terpisah harus 
dicantumkan tetapi tidak 
dicantumkan di SPT suami 
walaupun istri tetap melaporkan 
sendiri. 
e. Kesalahan penggunaan formulir 
untuk karyawan yang seharusnya 
menggunakan formulir SPT 1770 S 
tetapi menggunakan formulir 1770 
SS dan sebaliknya. 
 
4.2.2.2 Kendala-kendala yang 
Dihadapi Sehingga Terjadi 
Kesalahan Pengisian SPT oleh 
Wajib Pajak Orang Pribadi 
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Kendala-kendala yang dihadapi 
sehingga terjadi kesalahan pengisian 
SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 
adalah kurang aktifnya Wajib Pajak 
dalam mencari informasi atau petunjuk 
cara pengisian SPT. 
 
4.2.2.3 Usaha Petugas untuk 
Mengurangi Kesalahan dalam 
Pengisian SPT Tahunan PPh 
Wajib Pajak Orang Pribadi 
 
a. Memberikan buku petunjuk cara 
pengisian Surat Pemberitahuan yang 
dapat diambil di Kantor Pelayanan 
Pajak secara gratis. 
b. Petunjuk pengisian juga terdapat 
pada Web Site Pajak. 
c. Kantor Pelayanan Pajak melakukan 
penyuluhan.  
d. Kantor Pelayanan Pajak juga telah 
menyediakan tenaga konsultasi untuk 
melayani Wajib Pajak yang ingin 
mengkonsultasikan kendala yang 
dihadapi terhadap AR (Account 
Representative) tanpa dipunggut 
biaya. 
 
4.2.2.4  Dampak atau Sanksi bagi 
Wajib Pajak Atas Kesalahan 
SPT Tersebut 
 
Dampak atau sanksi bagi Wajib 
Pajak atas kesalahan SPT tersebut antara 
lain adalah apabila kesalahan pengisian 
SPT tidak diperbaiki dan apabila terjadi 
pemeriksaan maka berdasarkan hasil 
pemeriksaan/keterangan lain pajak yang 
tidak/kurang dibayar tersebut ditambah 
sanksi administrasi sebesar 2% per 
bulan dari jumlah pajak yang tidak atau 
kurang dibayar maksimum 24 bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak. 
Dan apabila SPT tidak disampaikan 
dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan dan telah ditegur maka akan 
dikenakan kenaikan sebesar 50 % dari 
PPh orang pribadi yang kurang/tidak 
dibayar. 
 
 
5   KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1   KESIMPULAN 
 
Kendala-kendala Berbagai yang 
dihadapi sehingga terjadi kesalahan 
pengisian SPT oleh Wajib Pajak Orang 
Pribadi adalah kurang aktifnya Wajib 
Pajak dalam mencari informasi atau 
petunjuk cara pengisian SPT. 
 
5.2   SARAN 
 
Dari hasil analisis dan 
pembahasan setelah ditarik kesimpulan 
maka peneliti dapat memberikan saran 
bagi Kantor Pelayanan Pajak sebagai 
berikut: 
1. Kantor Pelayanan Pajak dapat terus 
meningkatkan kegiatan dalam 
melaksanakan sosialisasi 
penyuluhan kepada Wajib Pajak 
agar Wajib Pajak dapat lebih 
memahami dalam pengisian SPT. 
2. Wajib Pajak dihimbau untuk 
mengisi formulir SPT itu sendiri 
yang sesuai dengan hakekatnya 
yaitu self assessment system dan 
juga dihimbau untuk lebih aktif 
dalam mencari informasi mengenai 
cara pengisian SPT. 
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